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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi dan
kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan komitmen
internasional sebagaimana ditetapkan dalam
International Health Regulations tahun 2005, maka
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
264/Menkes/SK/111/2004 tentang Kriteria Klasifikasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan dipandang sudah tidak
memadai dan perlu dilakukan penggantian untuk
menilai klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Kantor
Kesehatan Pelabuhan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2373);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5295);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2348/Menkes/Per/X1/2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana  Teknis
Kementerian  dan Lembaga  Pemerintah Non
Kementerian;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VI111/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011
tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

(1)

KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal 1

Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan ditetapkan berdasarkan
kriteria yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen
yang berpengaruh terhadap beban kerja.

Kriteria penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 2

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
atas:

a.

kekarantinaan kesehatan, yaitu upaya mencegah dan menangkal
keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat;

surveilans kesehatan, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran
tentang penyakit potensial wabah dan faktor risiko melalui
pengumpulan dan pengolahan data secara terus-menerus
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terhadap lalu lintas alat angkut, penyakit potensial wabah, faktor
risiko, guna menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam
proses pengambilan keputusan untuk respon cepat;

c. pengendalian faktor risiko lingkungan, yaitu upaya pencegahan
penyakit dan/atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko
lingkungan;

d. pelayanan kesehatan, vyaitu kegiatan pelayanan kesehatan
promotif, preventif, dan kuratif secara terbatas di lingkungan
pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat; dan

e. sumber daya manusia teknis, yaitu jumlah pejabat fungsional
yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis Kantor Kesehatan
Pelabuhan, termasuk pegawai paruh waktu.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri atas:

a. sumber daya, vyaitu keuangan, sumber daya manusia
administrasi, tanah dan bangunan, serta sarana operasional; dan

b. sarana kepegawaian, yaitu kelengkapan atau media yang
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis dan
manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pasal 3

Unsur utama kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:

a.

pengawasan kesehatan alat angkut, orang, dan barang serta
pelayanan dokumen Kkesehatan, yaitu proses pengamatan dan
pemeriksaan fisik terhadap kondisi sanitasi, vektor penyakit,
kesehatan awak dan/atau penumpang, persediaan alat kesehatan dan
obat-obatan, serta pemeriksaan dan/atau penerbitan dokumen
kesehatan; dan

tindakan karantina, yaitu pembatasan aktifitas alat angkut, orang,
dan barang untuk mencegah kemungkinan penyebarluasan lebih
lanjut terhadap KLB/wabah, penyakit menular potensial wabah, atau
penyakit baru dari daerah terjangkit ke daerah tidak terjangkit.

Pasal 4

Unsur utama surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b terdiri atas sub unsur:

a.

laporan, yaitu hasil kegiatan melalui analisis data untuk memperoleh
gambaran tentang situasi dan kecenderungan dari penyakit menular
tertentu, potensi risiko, KLB/wabah penyakit menular, kejadian
keracunan makanan, dan masalah kesehatan lainnya; dan
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